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ABSTRAK 

Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji 
Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk 
memperoleh argumentasi mengenai obyek perkara yang dapat diperiksa 
praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka dan akibat hukum 
putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan surat perintah 
penyidikan tidak sah. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan 
pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 
obyek perkara yang dapat diperiksa dalam proses praperadilan adalah (1) 
Penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan lembaga 
penegak hukum. (2) Khusus dalam tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian 
keuangan Negara dilakukan oleh lembaga yang berwenang. (3) Keabsahan 
Prosedur Penetapan tersangka dan (4) keabsahan minimal 2 (dua) alat bukti yang 
dijadikan dasar dalam penetapan tersangka dan Akibat hukum penetapan 
tersangka yang dinyatakan tidak sah adalah penegak hukum harus melakukan 
pencabutan status tersangka pemohon praperadilan, alat bukti yang digunakan 
sebagai dasar untuk menetapkan tersangka tidak dapat digunakan sebagai dasar 
untuk kembali menetapkan Pemohon praperadilan sebagai tersangka dan lembaga 
penegak hukum juga harus menemukan alat bukti baru guna menetapkan kembali 
pemohon praperadilan sebagai tersangka. Adapun akibat hukum surat perintah 
penyidikan yang dinyatakan tidak sah adalah penetapan tersangka serta merta 
menjadi tidak sah, segala tindakan untuk mencari alat bukti dan barang bukti dan 
upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak sah dan lahirnya gugatan ganti rugi 
dan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi 
sebagaimana dalam putusan praperadilan. 
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